
BAB I 

PENDAHULUAN 

A.   Latar Belakang Masalah 

       Anak merupakan bagian dari generasi mudah yang memiliki peranan strategis yang 

mempunyai ciri dan sifat khusus, selain itu anak merupakan amanah dan karunia  Tuhan 

Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, oleh karena 

itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan 

perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh yang selaras dan seimbang.
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       Anak sebagai generasi muda merupakan kekuatan sosial yang nantinya akan berperan 

sangan besar dalam pembangunan bangsa dan negara, atas dasar inilah maka 

masyarakat dan pemerintah hendaknya menyadari perlunya suatu perhatian khusus yang 

diberikan terhadap anak, termasuk bila seandainya anak tersebut melakukan suatu 

perbuatan yang melanggar suatu Perundang-undangn, dengan maksud agar anak 

tersebut jangan sampai mengalami tekanan jiwa dan jangan sampai proses perkara 

pidana yang mereka alami akan berpengaruh buruk bagi masa depan dan perkembangan 

jiwa anak.
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       Berbagai macam definisi batasan usia anak dalam beberapa Undang-Undang di 

antaranya: 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, mensyaratkan bahwa 

perkawinan hanya diizinkan apabila pihak perempuan sudah berumur 16 tahun  dan 

laki-laki 19 tahun. 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

mendefinisikan anak adalah orang yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum 

mencapai 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana 

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan 

anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih 

dalam kandungan. 

4. Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan membolehkan 

usia bekerja 15 tahun. 
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       Berbagai macam definisi di atas, menunjukkan adanya disharmonisasi perundang-

undangan yang ada. Sehingga pada praktiknya di lapangan, akan banyak terjadi perbedaan 

tersebut. 

       Perlindugan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan 

membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, 

materil spiritual berdasarkan Pacasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
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Terkadang 

anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan melanggar hukum. 

Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi 

kemudian dimasukkan kepenjara.  

       Dalam dewasa ini kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana bukan 

hal yang petama terjadi, mengingat anak adalah individu yang rentan di dalam suatu 

perbuatan tindak pidana, oleh karena itu kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai 

pelaku harus mendapatkan perhatian khusus. 

       Di Indonesia sendiri kejahatan pidana anak semakin berkembang bentuknya, tidak 

hanya kejahatan yang menyangkut pencuriaan dan pembunuhan saja, akan tetapi halnya 

sekarang ini anak melakukan tindak pidana terorisme. Terorirsme adalah segala perbuatan 

yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror 

atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan rasa takut secara meluas, yang dapat 

menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/ atau menimbulkan kerusakan atau 

kehancuran terhadap objek vital yang strategi, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau 

gangguan keamanan. 
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       Seperti halnya di tahun 2011 lebih tepatnya 8 tahun yang lalu enam dari tujuh terduga 

terorisme di Klaten, Sleman, dan Sukoarjo merupakan anak-anak siswa SMK Negeri 2 

Klaten, Jawa Tengah. Sekitar bulan November-Desember tahun 2010.
4
 terdakwa yang 

bernama Ahmad bin Partono alias AW (pelajar) dan teman-temannya belajar dan membuat 

rangkaian bom dan berhasil membuat 5 rangkaian bom molotov. Bom tersebut nantinya 

akan diledakkan oleh terdakwa dan teman-temannya di berbagai tempat di Klaten, Jawa 

Tengah. Dan pada awal tahun, bulan Januari 2011, akhirnya terdakwa ditagkap oleh Densus 

88.
5
 Kemudian disidang dan dipidana penjara selama 2 tahun. 

       Apabila melihat tindak pidana terorisme di Indonesia belum memiliki aturan yang 

mengatur tentang seorang anak yang melakukan tindak pidana terorisme. Apabila merujuk 

di Pasal 19 Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 yang menyatakan “ketentuan mengenai 

penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, 

Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan mengenai ketentuan mengenai 

penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia dibawah 18 

(delapan belas) tahun. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan pidana tindak pidana 

terorisme yang dilakukan anak tidak dapat dikenakan pidana mati atau seumur hidup. 

       Batas usia bagi anak untuk mertanggungjawabkan pidananya bagi yang melakukan 

tindak pidana apabila melihat ketentuan KUHP Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 KUHP 

dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah 18 

tahun ke bawah dan dikurangi 1/2 dari pidana pokok.  
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       Hasil dari putusan perkara bernomor 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt kasus tentang anak yang 

melakukan tindak pidana terorisme, dalam perkara tindak pidana terorisme anak tersebut 

didakwa dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan disusun secara subsidair 

yaitu primair melanggar Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 dan 

dakwaan subsidair melanggar ketentuan Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang nomor 15 

tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan ancaman pidana 

penjara selama 4 tahun. Dan pada akhirnya hakim setelah melewati proses acara persidangan 

maka menjatuhkan putusan dari dakwaan 

primair yang dapat dikatakan memenuhi unsur Pasal 15 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 

tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 15 Undang-Undang 

nomor 5 tahun 2018 menyatakan bahwa “Setiap Orang yang melakukan pemufakatan jahat, 

percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana 

dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.” Dan ketentuan Pasal 9 

menyatakan bahwa “ Setiap orang yang melawan hukum memasukkan ke Indonesia, 

membuat, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, 

membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, 

mengangkut, menyembunyi, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia 

sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak atau bahan lainnya yang berbahaya 

dengan maksud untuk melakukan pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau 

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 

(dua puluh) tahun.”  



       Maka atas dasar ketentuan tersebut pada akhirnya terdakwa anak yang melakukan 

tindak pidana terorisme tersebut dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun. 

            Dan yang terasa memprihatinkan anak dari terduga terorisme dan anak yang menjadi 

pelaku terorisme ini apakah sah disebut pelaku? karena disini mereka selayaknya disebut 

korban juga karena ikut tewas dan juga telah di doktrin, dipropaganda oleh kedua orang 

tuanya dan orang-orang di lingkungan sekitarnya untuk melakukan sebuah tindak pidana 

kejahatan terorisme. 

       Terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, bahwa 

pelakunya tetap harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan asas 

equality before the law, namun jika melihat pada kerangka perlindungan anak tentunya tidak 

bijaksana apabila diperlakukan pada anak dibawah umur sama dengan perlakuan terhadap 

orang dewasa karna secara fisik dan psikis, kondisi anak-anak masih labil dibandingkan 

orang dewasa. 

       Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 

yang merumuskan “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, 

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. 

       Selanjutnya pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa: 

perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, 

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan 

sejahtera. Berdasarkan uraian bunyi pasal tersebut, bahwa kasus terorisme dengan terpidana 



anak memerlukan perhatian kusus. Hal ini diperkuat dengan bunyi Pasal 28B ayat (2) 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan 

dan diskriminasi. Di dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang 

sistem peradilan pidana anak, juga ditegaskan bahwa penyidikan, penuntutan, dan periksaan 

perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Dikaji dari perspektif peraktik 

peradilan dan politik hukum, maka kewajiban diversi harus juga mempertimbangkan 

terhadap realitas sosial lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Apabila diabaikan, 

maka justru akan bersifat konta produktif dalam penyelenggaran peradilan yang cepat, 

sederhana dan biaya ringan. Selain itu juga dalam implemtasinya relatif menimbulkan 

implikasi karena akan menghasilkan cara berhukum mengedepankan keadilan prosedur 

sehingga akan memperpanjang proses penyelesaian perkara dalam peradilan cendrung tidak 

dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan.
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       Hak perlindungan, hak kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang dengan 

baik, merupakan hak fundamental anak. Hak fundamental tersebut merupakan nilai subtantif 

dalam kebijakan anak dan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambugan.
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       Khususnya pada kasus terorisme yang dilakukan oleh anak dibawah umur, Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerinta serius melakukan rehabilitasi 

terhadap anak-anak yang terpapar ideologi terorisme.
8
 Badan Nasional Penanggulangan 

Terorisme (BNPT) beserta aparat penegak hukum harus mengedepankan perinsip 
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rehabilitasi, dan memandang anak yang terkait dengan terorisme sebagai korban yang harus 

diselamatkan. Kejahatan yang dilakukan anak di bawah umur jangan selalu dipandang 

sebagai kejahatan murni. Walaupun dari kasus tindak pidana terorisme yang melibatkan 

anak telah memenuhi unsur-unsur pidana, karena perbuatan yang dilakukan oleh anak 

sepenuhnya dapat dipertanggung jawabkan oleh si anak itu sendiri. 

       Kaitannya dengan keterlibatan anak di dalam tindak pidana kejahatan terorisme ini anak 

sebagai manus ministra (alat melakukan sebuah kejahatan) yang merupakan korban dari 

jaringan, doktrin, propaganda, ajakan oleh orang dewasa dan orang-orang terdekat seperti 

orang tua dan keluarga yang sebenarnya anak tidak tahu atau memahami apa yang 

diperbuatnya. Di Indonesia sendiri keterlibatan anak-anak di dalam tindak pidana terorisme 

menjadi fenomena memprihatinkan yang mengancam tumbuh kembang anak, baik dari segi 

kehidupan, masyarakat, kepribadian, pemahaman agama, serta nasionalisme. 

       Maka berdasarkan latar belakang permasalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “ Anak Sebagai Pelaku Terorisme Dalam Perspektif Undang-Undang 

Perlindungan Anak.” 

B.   Rumusan Masalah 

              Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa   permasalahan yaitu; 

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak  dalam 

peraturan perundang-undangan  

2. Bagaimana Bentuk-Bentuk  Perlindungan  Hukum Terhadapa Anak Sebagai Pelaku 

Terorisme dalam perspektif  Undang-Undang Perlindungan Anak 

C. Tujuan dan Manfaat penelitian 

1. Tujuan Penelitian 



Jika dilihat dari rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian 

ini antara lain sebagai berikut:  

a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh 

anak dalam peraturan perundang-undangan 

b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak 

sebagai pelaku terorisme dalam perspektif  Undang-Undang Perlindungan Anak 

2. Manfaat penelitian  

   Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Penulis berharap hasil penelitian dapat memiliki kegunaan seperti, menambah 

informasi dan pengetahuan untuk membangun kerangka dan landasan teoritis bagi 

pelaksanaan hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi anak pelaku 

tindank pidana. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat sebagai bahan dan studi 

awal untuk dilakukan penelitian selanjutnya.   

b. Agar orang tua, keluarga masyarakat serta pemerintah dan negara dapat melakukan 

perlindungan hukum terhadap hak-hak anak berdasarkan undang-undang perlindungan 

anak. 

c. Diharapkan agar dapat bermanfaat bagi praktisi hukum serta aparat penegak hukum, 

terutama polisi, jaksa dan hakim dalam menerapkan undang-undang sistem peradilan 

pidana anak dan dapat menimbang putusannya berdasarkan undang-undang Hak Asasi 

Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak. 

D. Kerangka Konseptual 

       Guna menghindari salah penafsiran dan memudahkan penulis serta pembaca dalam 

Skripsi ini, maka diberikan pengertian-pengertian terhadap istilah-istilah yang digunakan 



sesuai dengan pendapat ahli dan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. 

Adapun pengertian tersebut adalah: 

1. Anak 

       Berdasarkan pasal 1 ayat (3) undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem 

peradilan anak juga menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu : 

“anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang 

telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 

diduga melakukan tindak pidana”. 

2. Anak Sebagai Pelaku 

       Anak sebagai pelaku diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak yang maksudnya yaitu keseluruhan proses penyelesaian 

perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan 

tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. 

3. Terorisme 

       Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan 

yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan 

korban, yang bersifat massal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap 

objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas 

internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. 

4. Undang-Undang Perlindungan Anak 

       Perlindungan anak, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, adalah segala 

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, 

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan 



martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Secara sederhana, Hak Perlindungan Anak dapat diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh 

setiap anak (usia 18 tahun ke bawah) untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

E. Kerangka Teoritis 

            Guna membahas dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini, 

maka penulis menggunakan beberapa teori dalam hukum pidana sebagai berikut: 

1. Tindak Pidana Terorisme 

 Tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu kejahatan dan pelanggaran yang 

memuat perincian berbagai jenis tindak pidana yang terdapat dalam buku II dan buku III 

KUHP. Tujuan nya adalah guna melindungi kepentingan hukum yang dilanggar. 

Kepentingan hukum pada dasarnya dapat dirinci dalam 3(tiga) jenis yaitu: 

a. Kepentingan hukum perorangan 

b. Kepentingan hukum masyarakat 

c. Kepentingan hukum negara.
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       Tindak pidana tororisme merupakan suatu kejahatan. Di dalam pasal 1 angka 1 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana 

terorisme, disebutkan bahwa: tindak pidana terorisme adalah segalah perbuatan yang 

memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam peraturan 

pemerintah pengganti undang-undang ini. 
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       Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 jo Undang-undang nomor 15 Tahun 2003 jo 

perpu no 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjelaskan 

bahwa: terorisme adalah, perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud 

untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, 

nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum 

atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi 

kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, 

lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, 

perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional 

dengan motif ideologi, politik, atau keamanan. 

Menurut pendapat para ahli bahwa kegiatan terorisme tidak akan perna dibenarkan 

karena ciri utamanya, yaitu: 

1).  Aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancaman   untuk 

menciptakan ketakutan publik; 

2). Ditujukan kepada negara, masyarakat atau individu atau kelompok   masyarakat 

tertentu; 

3).  Memerintah anggota-anggotanya dengan cara teror juga; 

4).  Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan dengan cara 

sistematis dan terorganisir.
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       “terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan terhadap 

peradaban yang menjadi ancaman bagi segenap bangsa serta musuh dari semua agama 

didunia ini”.
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       Sanksi hukum berupa pidana, diancam kepada pelaku tindak pidana kejahatan dan 

pelanggaran. “sanksi pidana umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati 
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norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi-sanksi sendiri-

sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan”.
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       Lembaga pengadilan memberikan tempat bahkan membantu kepada mereka yang 

dirampas hak-haknya dan memaksa kepada pihak-pihak agar bertanggung jawab atas 

perbuatan yang dilakukan yang merugikan pihak lainnya “kehadiran lembaga itu 

merupakan operasionalisasi dari ide rumusan konsep-konsep hukum yang notabane 

bersifat abstrak. Melalu lembaga dan bekerjanya lembaga-lembaga itulah hal-hal yang 

bersifat abstrak tersebut dapat diwujudkan ke dalam kenyataan”
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           Kehadiran hukum dalam pergaulan hidup dinegara pancasila ini tidak sekedar 

menenjukkan pada dunia luar bahwa negara ini berdasarkan atas hukum, melainkan 

adanya kesadaran akan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh hukum itu sendiri. 

Baharuddin lopa memberikan gambaran berbagai fungsi hukum tersebut yaitu: 

a) Hukum sebagai perubahan alat sosial. Jadi adalah hukum kekuatan untuk 

mengubah masyarakat. 

b) Hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mengecek benar tidaknya sesuatu 

tingkah laku. 

c) Hukum berfungsi pula sebagai pengontrol pikiran dan langkah-langkah kita agar 

kita selalu terpelihara tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
14

 

 

      Apabila diperhatikan fungsi ketiga hukum itu dapat diperoleh gambaran bahwa 

peraturan hukum yang beroperasi dilembaga peradilan, selain input instrument memberi 

pula legitimasi pengadilan untuk melaksanakan peradilan. Pengadilan diberi wewenang 

untuk membuat norma hukum substantif yang dianggap memuaskan, patut atau adil bagi 

kasus konkrit. “pengadilan berfungsi sebagai organ pembuat undang-undang. Dalam 
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menjatuhkan sanksi, pengadilan selalu bertindak sebagai organ pembuat undang-undang 

karena pengadilan melahirkan hukum”.
15

 

 

2. Politik Hukum Perundang-undangan  

       Untuk dapat memahami tujuan negara dalam konteks politik hukum, harus dapat 

mengerti bahwa pilitik hukum merupakan pilihan-pilihan tentang hukum sebagai 

kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi yang akan dibentuk, hukum 

itu akan dicabut atau tidak diberlakukan lagi. Definisi politik hukum itu sendiri menurut 

padmo wahjono adalah kebijakan penyelenggaraan negara tentang apa yang dijadikan 

kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang didalamnya mencakup pembentukan, 

penerapan, dan penegakan hukum.
16

 

Satjipto Rahardjo mendefinisiskan politik hukum sebagai aktifitas memilih dan cara 

yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu 

didalam masyarakat yang terdiri dari:
17

 

a. Tujuan yang akan dicapai; 

b. Cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan; 

c. Waktu dan cara hukum dapat diubah; 

d. Pola dalam memutuskan proses pemilihan tujuan dengan baik; 

 

      Dasar pemikiran dari berbagai definisi didasarkan pada kenyataan bahwa negara 

mempunyai tujuan yang harus dicapai dan upaya untuk mencapai tujuan dilakukan 

dengan menggunakan hukum sebagai alat untuk memberlakukan dan atau 

penindakberlakuan hukum. Pemahaman politik hukum mencakup sebagai kebijakan 

resmi negara (legal policy) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak 

diberlakukan dan digunakan untuk mencari kebenaran dan memberi arti hukum. Semua 
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peraturan yang bertujuan untuk kesejahteraan merupakan resultante(produk kesepakatan 

politik) sesuai dengan situasi ekonomi dan sosial pada saat dibuat.
18

 

       Politik hukum apabila dipandang dari teori hukum murni mempunyai makna bahwa 

hukum merupakan disiplin ilmu yang membahas perbuatan aparat yang berwenang dalam 

memilih alternatif yang sudah tersedia untuk memproduksi produk hukum (karya hukum) 

guna mewujudkan tujuan negara dan mempuyai beberapa unsur-unsur diantaranya: 

1) Dibuat oleh aparat yang berwenang; 

2) Adanya alternatif yang dapat dipilih; 

3) Adanya produk yang dihasilkan; 

4) Adanya tujuan negara yang akan diwujudkan. 

       Politik hukum itu sendiri berisi upaya pembaharuan hukum menjadi keharusan ketika 

proklamasi kemerdekaan telah dipengaruhi dan bercampur dengan sistem hukum atau 

ideologi yang harus mengarah pada upaya penyesuai dengan struktur yang baru, sebab 

hukum tidak statis karena hukum itu sendiri untuk melayani masyarakat. Politik hukum 

nasional tidak hanya prosepektif formal yang memandang kebijaksanaan hukum dari 

rumusan-rumusan melainkan dilihat dari latar belakang proses keluarnya rumusan-

rumusan resmi tersebut. Fungsi instrumental hukum sebagai sarana kekuasaan politik 

yang kuat dari pada fungsi-fungsi lainnya. 

       Hukum dianggap sebagai tujuan dari politik adalah agar ide-ide hukum atau 

rechtsideeseperti kebebasan, keadilan, kepastian, dan sebagainya ditempatkan dalam 

hukum positif dan pelaksanaan sebagian atau secara keseluruhan, dari ide hukum itu 

merupakan tujuan dari proses politik dan hukum sekaligus merupakan alat dari politik. 

Politik mempergunakan hukum positif (peraturan perundang-undangan) untuk mencapai 
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tujuannya dalam arti merealisasikan ide-ide hukum tersebut. Politik dapat mengarahkan 

dan membentuk masyarakat kepada tujuan untuk memecahkan masalah kemasyarakatan 

dimana politik adalah aspek dinamis dan hukum merupakan aspek yang statis. Politik dan 

hukum adalah dasar dari politik hukum dengan ketentuan bahwa pelaksanaan 

pengembangan politik hukum tidak bisa dipisahkan dengan pelaksanaan pengembangan 

politik secara keseluruhan. atau dapat dikatakan, prinsip dasar yang dipergunakan sebagai 

ketentuan pengembangan politik akan juga berlaku bagipelaksanaan politik hukum yang 

diwujudkan melalui peraturan prundang-undangan. 

3. Hak Perlindungan anak sebagai pelaku 

       Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan 

teori-teori pemidanaan. Tentang tujuan pemidanaan ini dapat diuraikan berdasarkan 

tujuan retributive, deterrence, treatment, social defence.Kejahatan atau delinkuen yang 

dilakukan oleh anak merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, 

internalisasi, orang belajar baik dan buruk dari keluarga. Apabila internal dan eksternal 

komtrol lemah, alternatif untuk mencapai tujuan terbatas, maka terjadilah delinkuen. Hal 

ini merupakan sesuatu yang jarang terjadi.  

Menurut F.Ivan Nye manusia diberi kendali supaya tidak melakukan pelanggaran, 

karena itu proses sosialisasi yang adequat  (memadai) akan mengurangi terjadinya 

delinkuensi. Sebab, disinilahdilakukan proses pendidikan terhadap seseorang yang 

diajari untuk melakukan pengekangan keinganan (impulse). Disamping itu, faktor 

internal dan eksternal eksternal kontrol harus kuat, juga dengan ketaatan terhadap 

hukum ( law-abiding).
19

 

 

      Solusi terhadap anak dapat secara reaktif/represif dan antisipatif/persuasif, 

pendekatan kebijakan kriminal dengan cara reaktif/represif adalah menggunakan hukum 

pidana dengan menerapkan hukum pidana materiil, sedangkang pendekatan kebijakan 

                                                             
19

Ibid, hal. 250. 



kriminal dengan cara antisipatif/persuasif lebih mengacu pada penerapan nilai-nilai dan 

kontrol sosial (pendekatan non penal). 

       Istilah kebijakan diambil dari policy (inggris) dan politiek (Belanda), bertolak dari 

kedua istilah ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat juga disebut dengan politik 

hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana sering dikenal 

dengan berbagai istilah antara lain, penal policy, criminal law policy atau strafrechs 

politiek. Kebijakan hukum pidana dapat dilihat sebagai bagian dari politik hukum, 

mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu 

perundang-undangan yang baik.
20

 

       Pengertian kebijakan hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik 

kriminal.  

Menurut sudarto politik hukum “adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-

peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat”.
21

 “kebijakan 

dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-

peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan 

apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-

citakan”.
22

 

  

      Berdasarkan konsep tersebut, merupakan kewajiban negara untuk melindungi dan 

mensejahterakan masyarakat pada umumnya dari gangguan-gangguan kejahatan. Di lain 

pihak juga harus melindungi dan mensejahterakan pelaku kejahatan, dalam arti 

memperbaiki dan mendidik pelaku kejahatan khususnya anak-anak. 

Perlingdungan anak harus dapat perhatian yang serius dari semua kalangan, terutama 

melalui lembaga-lembaga pemerintah. Anak adalah potensi sekaligus penerus cita-cita 

bangsa yang dasarnya telah diletakkan dan dibuktikan oleh generasi sebelumnya. 
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Diharapkan setiap anak nantinya mampu memikul tanggung jawab, oleh karena itu 

mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang 

dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. 

       “masalah perlindungan anak sudah sejak lama diperjuangkan tidak hanya di 

indonesia, namun juga didunia internasional. Secara umum perlindungan anak diartikan 

sebagai suatu usaha yang mengadakan kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan 

kewajibannya”.
23

 

       Perlindungan terhadap anak tidak saja terkait dengan kebijakan hukum pidana, tetapi 

berkaitan juga dengan kebijakan sosial. Definisi tentang kenijakan (policy) tidak ada 

pendapat yang tunggal, tetapi menurut konsep demokrasi modern kebijakan negara 

tidaklah hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, 

tetapi opini publik juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk diisikan dalam 

kebijakan negara, misalnya kebijakan negara yang menaruh harapan banyak agar pelaku 

kejahatan dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya, dari sisi lain sebagai abdi 

masyarakat haruslah memperhatikan kepentingan publik.
24

 

Menurut David Easton, mengemukakan bahwa policy is the authoritative allocation 

of value for the whole soclety (pengalokasian nilai-nilai secara paksa/syah pada 

seluruh anggota masyarakat), dimana melalu proses pembuatan keputusan 

komitmen-komitmen masyarakat yang acap kali masih kabur dan abstrak 

sebagaimana tampak dalam nilai-nilai dan tujuan-tujuan masyarakat, diterjemahkan 

oleh para aktor politik ke dalam komitmen-komitmen yang lebih spesifik menjadi 

tindakan-tindakan dan tujuan-tujuannya konkrit.
25

 

 

      Masalah kegiatan sosial adalah serangkaian pilihan tindakan pemerintah untuk 

menjawab tantangan atau memecahkan masalah kehidupan masyarakat. Salah satu 

masalah yang harus dipecahkan adalah masalah kejahatan atau tindakan kriminal, karena 
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menghambat pencapaian kesejahteraan masyarakat. Salah satu usaha untuk 

menanggulangi kejahatan adalah melalu kebijakan kriminal dengan saran hukum pidana 

(penal) dan bukan pidana (non penal). Dengan demikian kebijakan kriminal merupakan 

bagian dari kebijakan sosial dan kebijakan hukum pidana sekaligus menjadi bagian pula 

dari kebijakan sosial. 

       “politik kriminal adalah bagian dari kebijakan perlindungan sosial. Kebijakan 

perlindungan sosial sendiri adalah bagian dari kebijakan sosial. Oleh karena itu hal 

tersebut merupakan usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat”.
26

Berdasarkan uraian tersebut, teerdapat keterkaitan yang erat antara 

kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial dalam rangka pemberian sanksi dan 

pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme. 

4. Teori Labeling 

       Landasan berpikir dari teori ini diartikan dari segi pandangan pemberian norma, 

yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau 

pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada 

masyarakatnya.
27

 

       Terdapat banyak cara dimana pemberian label itu dapat menentukan batas bersama 

dengan perilaku kriminal telah dijadikan teori, misalnya bahwa pemberian label 

memberikan pengaruh melalui perkembangan imajinasi sendiri yang negatif. Menurut 

teori label ini maka cap atau merek yang dilekatkan oleh penguasa sosial terhadap warga 

masyarakat tertentu lewat aturan dan undang-undang sebenarnya berakibat panjang yaitu 
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yang dicap tersebut akan berprilaku seperti cap yang melekat itu.Jadi sikap mencap orang 

dengan predikat jahat adalah kriminogen. 

       Teori konflik merupakan cabang dari teori label. Pemikiran teori konflik berakar dari 

teori-teori sosial jerman seperti hegel, karl marx, simmel dan weber untuk memperoleh 

arah. Ilmuan sosial bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa waktu itu mulai menanyakan 

tentang sosial dan struktur hukum mengenai label yang sudah ditolak pernyataan richard 

Quinney dan Austin T. Turk diarahkan pada reaksi masyarakat (societal reaction). 

Menurut Bonger, pada awal abad ke-20 terjadi penciptaan teori kriminologi yang 

menggabungkan marxis dan pendekatan psychoanalytic.
28

 

       Asumsi dasar teori konflik beriorentasi kepada aspek-aspek sebagai berikut: 

a. Konflik merupakan hal yang bersifat alamiah dalam masyarakat. 

b. Pada setiap tingkat, masyarakat cendrung mengalami perubahan, sehingga 

disetiap perubahan, peranan kekuasaan terhadap kelompok masyarakat lain terus 

terjadi. 

c. Kompetisi untuk terjadinya perubahan selalu eksis. 

d. Dalam kompetisi, penggunaan kekuasaan hukum dan penegakan hukum selalu 

menjadi alat dan mempunyai peranan penting dalam masyarakat.
29

 

 

       Konsep dasar dari teori konflik adalah kekuasaan dan penggunaan nya. teori ini 

beranggapan bahwa konflik terjadi diantara kelompok-kelompok yang coba 

menggunakan kontrol atas suatu situasi. Teori konflik mempunyai asumsi bahwa siapa 

yang memiliki kekuasaan lebih tinggi dalam kelas sosial akan memiliki powerfull 

members pada masyarakat. Dengan kekuasaannya tersebut mereka dapat mempengaruhi 

perbuatan keputusan, juga dapat memaksakan nilai-nilai terhadap kelas sosial yang lebih 

rendah. 
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       Pada proses pembentukan hukum, kelas sosial yang lebih dominan dalam masyarakat 

akan menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi hukum tersebut dengan nilai-nilai 

mereka. Kelas sosial tersebut akan menjadi pemegang dan siapa yang menentang mereka 

akan menjadi target dari penegak hukum.Pada aspek ini, teori labeling cocok dengan teori 

konflik untuk menjelaskan proses reaksi dimana kelas yang sedikit memiliki kekuasaan 

akan menjadi perhatian dari para penegak hukum. Teori konflik konservatif juga 

mengemukakan hubungan antara penggunaan kekuasaan dan membentuk hukum. 

Pembentukan hukum merupakan perwujudan nilai-nilai para pembuatnya, hukum dalam 

menentukan perbuatan kriminalisasi lebih diarahkan kepada mereka yang berada diluar 

kelompok pemegang kekuasaan.
30

 

       Teori kontrol berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. 

Berbeda dengan teori lain, teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang 

melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang 

melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum. Ditinjau dari akibatnya, 

pemunculan toeri kontrol disebabkan tiga ragam perkembangan dalam kriminologi. 

Pertama, adanya reaksi terhada orientasi labeling dan konflik yang kembali menyelidiki 

tingkah laku krimininal. Kriminologi konservatif (sebagai mana teori ini berpijak) kurang 

menyukai “kriminologi baru” atau “new criminoligy” dan hendak kembali kepada subyek 

semula, yaitu penjahat (kriminal). Kedua, munculnya studi tentang “criminal justice” 

dimana sebagai suatu ilmu baru telah mempengaruhi kriminologi menjadi lebih pragmatis 

dan berorientasi pada sistem. Ketiga, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu 
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teknik penelitian baru, khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni selfreport 

survey.
31

 

       Albert J. Reiss, Jr membedakan dua macam kontrol, yaitu personal controldan sosial 

control. Personal control adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak 

mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku 

dimasyarakat. Sedangkan social control adalah kemampuan kelompok sosial atau 

lembaga-lembaga dimasyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan 

menjadi efektif. Pada tahun 1957, Jeckson Toby memperkenalkan pengertian 

“Commitment” individu sebagai kekuatan yang sangat menentukan dalam membentuk 

sikap kontrol sosial. Kemudian, Scot Briar dan Irvine Pilivian menyatakan bahwa 

peningkatan komitmen individu dan adaptasi/penyesuaian diri memegang peranan dalam 

mengurangi penyimpangan. Pendekatan lain digunakan Walter Reckless dengan bantuan 

rekannya Simon Dinitz. Wilter Reckless menyampaikan Contaiment Theory yang 

menjelaskan bahwa kenakalan remaja merupakan hasil (akibat) dari interelasi antara dua 

bentuk kontrol, yaitu internal (inner) dan eksternal (outer). Menurut walter Reckless, 

contaiment internal dan eksternal memiliki posisi netral, berada dalam tarikan sosial 

(social pull) lingkungan dan dorongan dari dalam individu. F. Ivan Nye dalam tulisannya 

yang berjudul  Family Relationsip and Delinquent behavior, mengemukakan teori kontrol 

tidak sebagai suatu penjelasan umum tentang kejahatan melainkan penjelasan yang 

bersifat kasuistis. F. Ivan Nye pada hakikatnya tidak menolak adanya unsur-unsur 

psikologis, disamping unsur subkultur dalam proses terjadi nya kejahatan. Sebagian kasus 
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delinkuen, menurut F. Ivan Nye disebabkan gabungan antara hasil proses belajar dan 

kontrol sosisal yang tidak efektif.
32

 

       Kejahatan atau delinkuen dilakukan oleh keluarga, karena keluarga merupakan 

tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang belajar baik dan buruk 

dari keluarga. “apabila internal dan eksternal kontrol lemah, alternatif untuk mencapai 

tujuan terbatas, maka terjadilah delinkuen.” Hal ini merupakan sesuatu yang jarang 

terjadi. Menurut F. Ivan Nye mansia diberi kendali supaya tidak melakukan pelanggaran, 

karena itu proses sosialisasi yang adequat (memadai) akan mengurangi terjadinya 

delinkuensi. Sebab, disinilah dilakukan proses pendidikan terhada seseorang yang diajari 

untuk melakukan pengekangan keinginan (inpluse). Disamping itu, faktor internal dan 

eksternal kontrol harus kuat, juga dengan ketaatan terhadap hukum (law-abiding).
33

 

F. Metode Penelitian        

       Metode penelitian merupakan metode yang digunakan didalam penelitian diantaranya : 

1. Tipe penelitian  

       Tipe Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. 

Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-

prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum.
34

 Penelitian hukum normatif dapat dilakukan 

terutama terhadap bahan primer dan skunder, sepanjang bahan-bahan itu mengandung 

kaidah hukum. 

2. Pendekatan Yang Digunakan  

       Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 
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a. Pendekatan perundang-undangan (Statua Approach) 

Pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan 

dibahas penulis. 

b. Pendekatan Kasus (case approach) 

Penulis menggunakan pendekatan kasus (case approach) dengan meneliti kasus 

Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/11/PN.Klt. 

3. Pengumpulan Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer 

       Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

mengikat, terdiri dari: 

1) Norma Dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 

2) Peraturan Perundang-Undangan 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 

b. Bahan Hukum Sekunder 

       Buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, jurnal 

hukum, internet, artikel dan lain-lain yang dapat digunakan sebagai literatur dalam 

penelitian. 

c. Bahan Hukum Tersier 

        Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus hukum. 

4. Analisis Bahan Hukum 



       Sebagai hasil dari pengumpulan bahan hukum yaitu suatu analisis dalam bentuk 

uraian-uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahan secara jelas yang 

lengkap berdasarkan bahan hukum yang diperoleh. Analisis dilakukan dengan cara: 

a. Menginterprestasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai masalah yang 

diteliti. 

b. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

c. Mengevaluasi perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

G. Sistematika Penulisan  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan umum tentang anak sebagai pelaku terorisme dalam perspektif  Undang-

Undang Perlindungan Anak. 

BAB III PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA 

Bab ini berisi uraian tentang pembahasan dan analisa tentang anak sebagai pelaku 

terorisme dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan bentuk 

perlindungan hukum bagi anak yang melakukan kejahatan terorisme. 

BAB IV PENUTUP 

  Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis 

 


